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Abstrak
 

Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya mengacu kepada ketentuan hukum sesuai koridor

hirarkhi perundang-undangan yang berlaku secara mengikat. Adanya perbedaan prosedur pembuatan akta

jual beli secara otentik sebagai syarat permohonan pembebasan BPHTB sesuai Peraturan Gubernur Nomor

193 Tahun 2016 secara materil harus tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku diatasnya sebagai

landasan hukum bagi Notaris selaku PPAT menandatangani Akta Jual Beli. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian yuridis normatif, dengan mengaitkan norma-norma hukum yang berlaku yang terkait

dengan permasalahan dalam penelitian ini. Seluruh data yang dikumpulkan berdasarkan studi dokumen dan

wawancara dengan narasumber untuk mendukung analisa penulis diolah dan dianalisa secara kualitatif

dengan melakukan sistematika terhadap penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga

menghasilkan data secara kualitatif. Atas dasar demikian, penulis dapat membuat kesimpulan bahwa dengan

berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2016 pelaksanaan Jabatan Notaris selaku PPAT harus

mengacu kepada ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku. Sebelum atau pada saat

penandatangan Akta Jual Beli Notaris selaku PPAT harus memastikan bahwa BPHTB terutang sudah

dipenuhi. Untuk permohonan pembebasan 100 seratus persen atas BPHTB karena Jual Beli, Notaris selaku

PPAT tetap tidak dapat melampirkan akta otentik untuk memenuhi ketentuan Peraturan Gubernur Nomor

193 Tahun 2016.

<hr />Notary as Land Deed Official PPAT in performing their function refers to the applicable legal

provisions in accordance with legally binding legislation hierarchical corridors. The difference procedure in

authentic sale and purchase deeds inception as BPHTB exemption request requirement in pursuant with

Governor Regulation Number 193 Year 2016 materially must be reffering to the applicable provision above

as a legal basis for Notary as PPAT in legalized Deed of Sale and Purchase. The study uses normative

juridical research methods, by associating the applicable legal norms related to the problems in the

study.The data collected based on document study and interview the sources aim to support writer analysis,

processed and analyzed in qualitative method by systemizing the practice of applicable law and regulation,

which resulting qualitative data. Writer rsquo s conclusion based on prior explanation is the implementation

of Governor Regulation Number 193 Year 2016 regarding Notary Function As PPAT must be in accordance

with the applicable law and regulations. Prior or in the legalization of Deed of Sale and Purchase, Notary as

PPAT must confirm that unpaid BPHTB is already settled. Request of 100 one hundred percent exemption

of BPHTB due to Sale and Purchase, authentic deed legalization by Notary as PPAT cannot be

accommodated even to comply Governor Rule Number 193 Year 2016.
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